
2 Undang-undang 2 

Pembentukan Daerah Otonom r<abupa.ten dalam Lingkung.an 

Dacrah Provinsi Indonesia Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat JI Sarolangun Bangko 
dan Daerah Tingkat II Tanjung Jahung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia. Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 

diganti: 
c. bahwa berdaaarkan pcrt.imbangan sebagaimana dJmaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Pera tu ran 
Bupati tcntang Pcdoman Penerapan Standnr Pelayanan 
Minimal Kabupaten Bungo; 

Mengingat I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 ten tang 

Menirnl>ang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (I) 
Peracuran Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah 
Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk 
pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan 
dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara 
minimal; 

b. bahwa Peraturan Bupatl Nomor 64 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten 
Bungo sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan 
penera.pan Standar Pelaya.nan Minimal sehingga perlu 

PROVI NSJ JAl\,lBI 

PERAnJRAN BUPATl BUNGO 

NOMOR \:). TAHUN 2023 

TENTANO 
PEDOMAN PE:NERAPAN STANDAR PELAYANAN MlNIMAL 

KABUPATEN BUNGO 

DENOAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BUNGO, 

BUPATIBUNGO 



8. Peraturan Menteri 3 

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahnn [Lembaran N•gi,ra Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
[ndoncsia Nomor 560l)i 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang 

Pemerintahan Daerah (tcmbaran Negttra Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, To.mbahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Lelah 

beberapa kali diuba.h terakhir dengan Undang ... undang 
Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik lndonesiA Nomor S679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dart Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerab [Lembaran Negar,1 Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaron Negara Rcpublik Indonesia 

Nomor 604 I); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ten tang Standar 
Pelayanan Minimal [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 

Indonesia Nomor 61781; 
6. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negera Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Ta,nbahan Lembaran 

Nogo.rn Ropublih. lndonooia. Nomor 6322); 

7. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
ten tang Pembentukan Produk H ukum Daerah, sebagaimana 

Lelah diubah dengan Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan alas Peraiuran Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hulrum Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157\; 
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6. Warga Negara 4 

BAB I 

KETENTLJAN LJMUM 

Pasal I 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten DLLDgo. 
2. PemerintD.h Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanean urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah o\onom. 

J. Bupati adalah Bupari Bungo. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Oaerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan yang rnenjadi kewenangan Daerah. 

5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan 
yang wajib diselenggarakan oleh semua Dacrab. 

Menetapkan : PE:RATURAN BUPATJ TENTANG PEDOMAN PENERAPAN 

STANDAR PEL.A YANAN MlNlMAI, KABUPATl!:N BUNGO. 

MEMUTUSKAN: 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 202 t 
tentang Penerapan stander Pelayanan Minimal (Bcrita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419): 

9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo 
Tahun 202 l Nomor 2); 

1 O. Peraturan Daerah Nomor S Tahun 2016 ten tang 
Pembcntukan don Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Dacrah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Daersh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan 
kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 
Tahun 2016 temang Pembentukan dan Susunan Pcrangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 
Nomor 6); 
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16. Kegiatan 5 

barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya 
secaru minimal dalam pelayanan dasar scsuai dcngan -stand.ar 
teknis agar bidup secara layak. 

15. Program adalab penjabaran kebijakan Perangkat Daerah 
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan 

dengan menggunakan sumber daya yang dised.iakan untuk 
mcncapai basil yang tcrukur sesuai dengan rugas dan fungsi, 

6. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah 

orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang 
disahkan sesuai dengan kententuan peraturan perundang­ 
undangan. 

7. Pelayanan Dasar adnlah pelayanan publik unruk memenuhi 
kebutuhan dasar Warga Negara. 

8. Kcbutuhan Oasar Warga Negara adalah barangdan/atnujnsa 
dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh 
oleh setiap individu agar hi<lup secara layak. 

9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkal SPM 
adalah kerentuan mengenai jcnls dan mutu pelayanan dasar 
yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berbak 

diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal 
LO. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

Pemerintahan Dalam Negeri. 
l l. Penerapan SPM adalah petaksanaan SPM yang dlmulal dari 

Lahapan pengumpulan data, penghilungan kebutuhan 
pemenuhan pclayanan dasar, penyusunan rencana 
pemenuhnn pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan 
pelayanan dasar, 

12. Standar tcknis adalab standar jumlab dan kualitas barang 
dan/atau jaaa, sumbor da.ya manusia dan perunjuk teknis 
ateu tata cara pemenuhnn standar. 

13. Jenis Pelayanan Daser adalah jcnis pclayanan dalam rangka 
penycdiaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang 
berhak diperoleh oleh setiap warga Negara secara minimal. 

14. Mutu pc-lQyQoo..n da.eor adalah uku1-an kuf.u'ILllub d.a.n kuo.ltu.u. 



Pasal 2 

(1) Pemerintah Daerah mcnerapkan SPM untuk pemenuhan jcnis 
Pelayanan Oasar dan Muru Pelayanan Oasar yang berhak 
diperoleh setiap warga Negara secara minimal. 

(2) Penerapan SPM sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) 

diprioritaskan bagi \Varga Negara yang berhak mcmpcrolch 
Pelayanan Dasar sccara minimal scsuai dengan Jcnis 
Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya, 

Pasal 3 6 

BAB II 
TAHAPAN PENERAPAN STANDAR PEI..AYANAN MINIMAL 

Bagian Kesatu 
Um um 

16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk rnenghasilkan 
keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program. 

17, Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiat.an yang 
akan atau telah dicapa.i sebubungan dengan penggunaan 
anggaran dengan kuantitas dan kualltas yang terukur. 

18. lndikator kincrja adalah t.anda yang berfungsi sebagai alat 
ukur pencapaian kinerja suaru kegiatan atau program dalam 

bentuk keluaran atau hasil. 
19. Target adalab sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang 

telah ditetapkan untuJc dicapai. 
20. Rencana Pembangunan .Jongke Menengah Daerah yang 

selanjutoya disingkat RPJMO adalah dokumcn perencanaan 
daerah untuk periode 5 (lima) t.ahun. 

21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanju1nya 

disingkat RKPD adalah dokumen pereneanaan daerah untuk 
periode I (satu) tahun. 

22. Rcncana Strategis Perangkat Oaerah yang sclanjutnya disebut 

Renstra PO adalah dokumen perencanaan perangkat daerah 

untuk periode 5 (lima) tahun. 
23. Reneana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

Renja PO adalah dokumen percncanaan Perangkat Daerah 

untuk periode l (satu) tahun, 
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bagi 7 

21 Penyediaan pclayanan pcngclolaan air limbah 
domestik, 

d. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan kawasan 
permukiman, meliputi: 
I] penyediaan ciao reh .... bilitasi rumah yang layak huru 

bagi korban bencana kabupatcn: dan 
21 fastlirasi penyediaan rumah yang layak huni 

Pa,;al 3 

( 11 .Ienie Pclayanun Dasar sebagaimana dimaksud dalam pada 

Pasal 2 tcrdiri sebagai berilrut: 
a. SPM Bidang Pendidikan mcliputi: 

l) pendidikan anak usia dini; 
2) pendidikan dasar: dan 
31 pendidikan kesetarann. 

b. SPM Bidang Kesehatan rneliputi: 
1) pelayanan kesebatan ibu hrunil; 
2) petayanan kesehatan ibu bcrsalin; 

3) pelayanan kesehatan bayi baru lahir; 
4) pelayanan kesehatan balita; 

5) pclayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; 
6) pelayanan kesehstan pada usia produktif: 
7) pelayanan kesehatan pada usia lanjut usia; 

8) pelayanan kesehatan penderita hipertensi: 

9) pelayannn kesehatan penderita diabetes melitus; 

10) pclayanan keschatan orang dengan gangguan jiwa 
be rat; 

11) pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis; dan 
l2) pelayanan kesehatan orang dcngan resiko terinfeksi 

virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia 
(Human lrnmunodejiciency V'11U$j. 

c, SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
mchpuu : 

1) adalah pemenuban keburuhan pokok air minum 
eehuri hru-i; 
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b. penghitungan 8 

Pasal -I 

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( l) 

dilakukan dengan tahapan: 
a, pengumpulan data; 

bagi masyarakai yang terkena relokasi program 

Pcmerintah Daerah. 
e. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umurn, clan 

Perlindungan Masyarakat, meliputt: 
l) pelayanan ketentraman dan ketertiban urnum; 

2) pelayanan informasi rawan bencana: 
3) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap 

bencana; 
4} pelayanan penyetamaten dan evakuasi korban 

bcncana;dan 
5) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban 

kebakaran. 
I, SPM Bidang Sosial, mcliputi: 

I) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas 

terlantar di Iuar panti: 
2) rehabililasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; 

3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar 

parui: 
4) rebabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya 

gelandangnn dan pengemis di luar pantl; dan 

51 pcrlindungan dan jaminnn sosial pada saat dan 
setelah tanggap darural bencana bagi korban bencana 

kabupaten. 

(21 ketentuan mengenai Mutu Pclayanan Dasar sebagairnana 

dimaksud daJam Pesal 2 sesuai dengan Standar Teknis yang 

diarur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 
pom.orinLo.hCU\ wajib yu.ng burko.ita.n dongu.n Puluyo..no..n Oti..o-0..t' 

setetah berkoordinaei dengan Menteri Dalam Negeri melalui 

Direktorat JenderaJ Bina Pembangunan Daerah. 
Bagian Kcdua 

Taha.pan 
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Pelayanan 9 

Pasal 6 
(11 Perangkat Daerah mcnghitung selisih antara jumlah barang 

dan/atau jasa, saruna dan prasarana, dan sumber daya 
manusla yang dibutuhkan uruuk kebutuhan pernenuhan 

sebagalmana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputk 

a. Jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak 
memperolch barang dan/jasa kebutuban dasar Warga 

Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan 

Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya; dan 
b. Jumlah dan kualilas barang dan/atau jasa yang tcrsedte, 

termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. 

(2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayal n) pada 
bidang pendidikan. kesehatan, ketentraman, ketertiban 

umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial juga 
dilakukan tcrhadap jumlah dan kualitas sumber daya 

manusia yang tersedia. 

(JJ Pcngumpulan data sebagaimana dimaksud pada aya1 (1) dan 
aya, (2) seeuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk 
pencapaian 100"/o [seratus persen] dari Target dan lndikator 

Klnerja pencapaian SPM setinp tahun. 
(4) Hasil pengurnpulan data sebagaimnna dtmaksud pada ayat ( I J 

dan ayat {2) diintegrasikan dengan Siarem tnformasi 

Pemerintahan Daerah sesuai dengan kelen tuan peraturan 
perundang-undangan. 

(51 Ketenruan mengenai Target dan lndikator Kinerja peneapaian 
SPM sctiap tahun sebagalmans dimaksud pada ayat (31 
terca.nlwn dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, 

data pengumpulan 
Pasal 5 

melakukan Daerah II) Perangkat 

b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar: 

c. penyusunan rencana pernenuhan Pelayanan Oasar; dan 

d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. 
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Paso.18 ....... 10 

Pasel 7 
(I} PcrnngkHt Dae rah mrnghitung Warga. Negara pentrimA 

Pelayanan Dasar yang' tidak rnampu memperoleh bara ng 
dnu/ntau jasa kebutuhan dasar warga Negara secara minimal 
sesuai dengan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan 
Dasarnya. 

(2) Perrutungan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dilaksanakan dalam rangka memenuhi prioritas SPM. 

(3) Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang 

tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikarcnakan: 
a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

b. sifat earang dan/ atau jasa yang tidak dapat diakses a tau 
dijangkau sendiri: 

c. kondisi bencana; dan/ atau 
d. kondial lain yang tidak mcmungki.nkan uneuk dapat 

dipenuhi send.iri. 

dcngan ketcntuan pcraturan perundang-undangan. 

pemenuhan 

Biaya sesuai 

digunakan untuk menyusun kebutuhan 

Pelnynnnn Dasar berpedornan pada Standar 

Pelayanan Dasar dengan jumlah bara.ng dan/ atau jasa, 

sranan dan prasarana, dan sumber daya manusia yang 

tersedia. 
(2) Jumlah barang dan/atau jasa, sarana dnn prasarana, dan 

sumber daya cnanusia yang tersedia sebagaimana dimaksud 

pads ayat (1) diperoleh dart pihak badan usaba milik 
Negara/badan milik daerah, lcmbaga nonpemeriruah, 

masyarakat. dan/atau Pemerintah Daerah. 
(3) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh 

dari pihak Radan Usaha Milik negara/Badan Usaha Milik 
Daerah. lembaga nonpemerintah. masyaral<at, clan/ arau 
Pernerintah Dnerah. 

(4) Hasil pcnghltungan sebagaimnna dirnaksud pada ayat ( I) 
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r. khususnya ....... 11 

( l~ Penyusunan rencana pcmcnuhan Pelayanan Dasar yang 
dimuat dalam RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayar (I) dila.ku.ka.o pada saat pcrumusan RPJMD meliputi; 

a. gambaran umu.m kond.isi daerah, khususnya d.ikaitkan 

dengan penyelenggaraan pemenu.ban dan pencapaian 
kebutuhan daser warga. negara cleh Pemcrint.ah Daerah; 

b. gambaran pengetolaan keuangan daerah serta kerangka 
pcndanaan, khususnya dlkaiikan dengan besaran 
anggaran yang dipcruntukkan bagi pemenuhan kebutuhan 

dasar Warga Negara: 

c. permasalehan dan isu strategis daerah, khususnya 

dika.itkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar warga 
negara untu.k seuap Urusan Pemerintahan \Vajib 

Pelayanan Dasar; 
d. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan 

daerah, khususnya dikaitkan deogan atratcgi Pemerint.ah 

Oaerah dalam menyusun arah kebijakan dan rnerumuskan 

program dalam pemenuhan kebutuhan dasar: 
e. kerangka pendanaan pcrnbangunan den program 

perangkat daerah, 

Pasal 9 

( l l Pemerintah Dae rah menyusun rcncana pemenuhan 
Pelayanan Dasar sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
(31 dan perhitungan Warga Negara yang berhak menerimo 

Pelayanan Dasar yang tidal< mampu sebagaimana diroaksud 
dalam Pasal 7 ayat (1) yang dimuat dalam dokumen RPJMD 

dan l~KPD. 

(21 Perangkat Dacrah mempriorttaskan penyusunan rencaoa 
pemenuhan Pelay,,nan Dasar berdasarkan perhitungan 
sebagaimana d.imaksud pada ayat () I ke dalam Rcnstra PD 
dan Rcnja PD sesuai dengan rugaa dan fungsi. 

(3) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah saiu 
tolak ukur kinerja pcnyelenggaraan Pemerintah Oac;rah. 

Pasal 8 
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b. permasalahan ....... 12 

khususnya 
kebutuhan dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan 

dasar Warga Negara; 

f. kbususnya di.kaitkan dengan program Perangkat Daerah 

dan pendanaan yang diperuntukkan dalam perncnuhan 
kebutuhan dasar warga negara: dan 

g. kincrja penyclengge.raan Pemeriruahan Daerah, khususnyn 
dikaitkan dcngan lndikator Kinerja Daerah daJam 

pencapaian pemenuhan kebutuban dasar warga negara. 

(2) Penyusunan rcncana pemenuhan Pelayanan Dasar yang 
dimuat daJam RKPD sebagalmana dimaksud dalam Pasal 8 

ayat (\) ctilakukan pada saat perumusan RKPD meliputi: 
a. gambaran umurn kondisi dacrah. khususnya dikailkan 

dengan penyelenggaraan dan pencapaian Program dan 
Kegiatan, SUb Kegiatan Perangkat Daerah dalam 
pemenuhan kcbutuhan dasar Warga Negara; 

b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya 
dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan 

bagi pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara; 
c. sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya 

unluk memastikan capaian pemenuhan kcbutuhan dasar 
Warga Negara dalam rencana kcrja tahunan; 

d. rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya 
dikaitkan dcngan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan clan 

alokasi dana lndikatif dan sumber pendanaan yang 

disusun daJam pencapaian pcmenuhan kcbutuhan dasar; 
Warga Negara; dan 

e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya 
dikaitkan dengan indikator kinerja dacrah dalarn 
pencopoion pcmcnu.han kcburuban daear Wttrga Ncgo..ra. 

(3) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang 

dimual dalam Dokwnen Renstra PD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan 
Rensera PD meliputi: 

a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah, 
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Pasal 10 13 

pcmcnuban kcbutuhan daear Warga Negara; 
d. straiegi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan 

memperhatikan perrnasalahan dan isu strategis dalam 

pencapaian pemenuhan keburuhan dasar Warga Negara; 
e. rencana Program dan Kegiatan, Sob Kcgiatan, serta 

pendanaan, khususnya dikaitkan dengan Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan dan alokasi dana indikarif dan 
surnber pendanaan yang disusun dalam pencapaian 

pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara; dan 
f. kinerja penyclenggaraan bidang urusan, knususnya 

dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam 
pencapalan pernenuhan kebutuhan dasar Warga Negara. 

(4) Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan Pelayanan 

Daear yang dimuat dalarn Renja PD sebagaimana dirnaksud 

dalam pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perurnusan Renja 
PD tnelipuli: 
a. basil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan 

dengan optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan 
dasar Warga Negara; 

b. tujuo.n dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya 
dikoii,k(1.-n derrgeri penjabara.11- kebijakau Pcra.ngkttl OucraJ I 

dalam pemeouhan kebutuhan dasar Warga Negara; dan 

c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, 

khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, Sub 
Kcgiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber 

pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan 
kebutuhan dasar Warga Negara. 

dengan 
dalam 

b. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah. 
khususnya dikaitkan dengan perrnasalahan pokok yang 

dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan 
kebucuhan dasar Warga Negara; 

c. 1ujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan 
penjabaran kebija.kan Pcrangkat Daerah 
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dengan 14 

Pasal 12 
( l) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana 

dim:.a.ksud dal.am PA~~ J 1 A.YQ( (1) berupQ p-ony•diAAn b$l..N.Utg 

dan/atau jAsa sarana dan prasarana, sumber daya manusia 

yang dibutuhkan dan/atau melakulron kerjasarna daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: 

(2) Pelaksanaan pcmcnuhan Pclayanan Dasar bagi Warga Negara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat {l) Pernerintah 
Daerah dapar: 

a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar 
bagi Wa.rga Negara yang berhak mernperoleh Pelayanan 
Dasar secara minimal, 

PasaJ 11 

( l) Perangkac Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan, Sub 
Kegiatan pt:menuhan Pelayanan Dasar sesuai dcngan rcncana 
pemcnuhan Pclayanan Dasar scbagaimana dimaksud dalam 
Pnsal 8 ayat (l); 

(2) Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian program 
dan kegiatan, sub kt'!giatAn berdasarkan data jumlah 
penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya. 

Pasal 10 

(ll Perangkat Daerah yang melakukan lungsi penunjang urusan 

bidang pereneanaan memastikan Program, Kegiatan clan SUb 
Kcgiatan pcmenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam 

dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD; 
(2) Perangkat Oaerah memprioritaskan anggaran Program. 

Kegiatan dan Sub kegiatan pemenuban Pelayanan Dasar 

setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, 
R.KPO dan Renja PD~ 

(3) Tim Anggaran Pemcrintah Daerah memastikan anggaran 
Program, Kcgiatan don Sub kegiatan pernerintahan Pelayanan 

Dasar da1am APBD; 
(4) AnggQJ'QJl Program, Kegialan dan Sub Kegiatan disuoun 

berdasarkan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar 

sebagaimana dimaksud Pasa.18 ayat (1). 
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(4) Capaian 15 

a. capaian Mutu Pelayanan Dasar; dan 
b. capaian penerima Pelayanan Dasar. 

(3) Capaian Mulu Pelayanan Dasar sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (2) huruf a mcrupakan capaian rnutu minimal layanan 

dasar yang diperoleh dari rata-rata sub lndi.kator Kinerja 
pencapaian muru minimal barang, [asa dan sumber daya 
manusia sesuai dengan Standar Teknis. 

mPliputi· 

dengan 

Pasal 14 

( 1) Pcnghirungan pencapaian SPM dilalrukan 

mcnggunakan Indeks Pencapaian SPM. 
(2) Jndeks Pencapaian SPM ocbagaimana dimaksud pacta ayat ( 1) 

Bagian Ketiga 
Penghitungan Pencapatan SPM 

Kctcntuan mengcnai format pengisian data dalam sctiap tahapan 
penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalrun Pasal 4 tercanrum 
dalam lampirnn yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati. 

Pasal l3 

dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau 

tidak mampu sesuai. dengan ketenluan peraturan 

perundang-undangen: dan/ a tau 
b. mcmberikan bantuan berupa banLuan tunai, bantuan 

barang dan/arau jasa, kupon, subsidi, atau bcnruk 

bantuan Iainnya. 
{3) Penyediaan barang dan/atau jasa sarana dart prasarana, 

sumber daya rnanusia yang dlbutuhkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) berpedoman pada Standar Tcknis 

SPM; 
(4) Kerjasama daerab sebagalmana dimaksud pada ayal (1) 

dilakukan oleh Pernerintah Daerah untuk pelaksanaan 

pemenuhan Pelayanan Dasar scsuai dengan kctenruan 

peraturan perundang-undangan. 
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e. mengoordlnasikan l& 

Pasal 17 

( l] Tim Pcncrapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 16 ayat (31 mcmpunyai rugae meliputi: 
a mP.ngoordlnQ.sik~o rencana aksi penerapan SPM dalam 

bentuk peraturan Bupali yang diprakarsai oleb Bagian 
Tata. Pcmerintahan Sekretartat Daerah Kabupaten Bungo; 

b. melakukan koordinasl dengan tir:n penerapan SPM daerah 
Provinsi dala.m mclaksanakan pcncrapan SPM; 

c. mela.kukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat 
Dae rah pengampu SPM; 

d. mengoordinasikan pcndataan, pcrnutakhiran dan 

sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM 

secara periodik: 

Pasal 16 

(1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di 

Daerah. 
(2) Kocrdinasi scbagaimana dimaksud pada ayat {J) meliputi: 

a. penerapan, pemanrauae clan evaluasi SPM; dan 

b. penanganan isu clan permasalahan penerapan SPM. 

(3) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada 

ayar (l) dibentuk Tim Penerapan SPM Dacrah. 

(4) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang 

rnerupakan bagiau Lidak terpisahkun dari Peruturan Bupati 
irn, 

BABIU 

KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PEw\YANAN MINIMAL 

Pasal 15 
Ketentuan mengenai pe.nghitu.ngan pencapaian SPM di dacrah 
tcrcantum dalam lampiran yang merupakan bagion tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati. 

(4) Capuian penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b merupakan capaian yang diperoleh 
Target dan lndikator Kinerja, 
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Pasal 18 17 

e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen 

perencanaan serta rnengawal dan memastikan penerapan 
SPM tertntegrasi kc dalarn RKPD dan Renja PD termasuk 
pembinaan urnum dan teknisnya; 

(. mengoordinasil<ar, integrasi SPM ke dalam dokumen 

pengganggaran serta mengawal dan memastikan 
penerapan SPM terintegrasl ke dalam APBD; 

g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber 
pendanaan dalam pemenuhan penganggaron untuk 
pcncrapan SPM di Daerah; 

b. mengootdinasika.n pcrumusan atrategi pembinaan toknis 
penerapan SPM Deerah: 

i. mengoordin a sikan pemantauan dan cvaluasi SPM di 

Dae rah; 
j. rnelakukan sosialisasi penerapan SPM kcpada pcrwakilan 

masyarakat sebagai peneri.ma manfaat; 

k. mcnerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarekat 
lcrkail pcncrapan SPM dan mengkonsolidasikan Japoran 

penerapan dan pencapaian SPM Kabupaten Bungo, 
sebagaimana laporan yang dlsampaikan masyarakat 
melalui Sistern lnformasi Pembangunan Daerah yang 
terintegrasi; 

l. mengoordinasikan pencapo.inn berdasnrkan Laporan 
Pcnyclenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPDI Kabupaten 

Bungo dan melakukan analisis sebagai rekomendasi unruk 
perencanuan tuhun berikutnyu. 

m. mela.kukan rapat seeara berkala, dan 

n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersarna 

melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi seeara 
Triwulan, 

{2) tim Penerapan SPM Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati. 
(3) tim Penerapan SPM Kabupaten datarn melaksanakan tugas 

bcrkoordinasi dcngan tirn Penerapan SPM Provinsi. 
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Pasal 20 .......... 18 

Laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalarn Pasal l 7 
dan Pasal 18 dlgunakan oleb Pemertntah Daerah untuk: 
I. untuk melihat perkcmbangan Penerapan SPM di Daerah; 
2. untuk perurnusan kebijakan nasional oleh Pemerintah Pusat; 

3. sebagai dasar bagi Pemerintah Pusat untuk memberikan 
insentif atau disinsentif kepada Pcmerintah Daerah 
berdasarkan ketentuan peraturan perunclang-undaugan 
dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara; 

Pasal 19 

(I) Laporan penerapan SPM dlsampaikan Bupati dilakukan 
secars berkala senap 3 (r.iga) bulan menggunakan aplikasi. 

(2) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) kepada Oubemur sebagai wakil Pemerintab Pusat. 

Pasal 18 

( l) taporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan 
selama I (salu) tahun anggaran dan disampaikan paling 
lambat 3 (tiga) butan setelah tahun anggaran berakhir, 

(2) Maten Japoran penerapan SPM paling sedikit memuai basil, 

kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. 

Pasal 17 

BABIV 
PEL.APO RAN 

Pasal 18 

Ill Unruk membantu tim Penerapan SPM daerah Kabupaten 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dibentuk Sekretariat 
Tim. 

(2) Sekretariat tirn sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) 

berkedudukan dibagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten 
Bungo. 
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Pasul 24 ........ 19 

BABVTI 
K!ITi;;NTUAN PlcNUT\JP 

Pasal 23 

Pada saat Pcraturan Bupati ini mulai bcrlaku, Peraturan Bupati 
Nomor 64 Tahun 2020 tcnteng Standar Pclayanan Minimal 
dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bungo 
dalam Kabupaten Bungo (Serita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 

2020 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan udak berlaku, 

(I) Pcndanaan Penerapan SPM di Daerah Ka bu paten bcrsumber 

dari anggaran pendapata n dan helnnja daerah kabupaten. 
(2) seiarn pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (IJ, juga 

bersumber dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, 

Pasal 22 

BAB VI 

PENDANAAN 

Pasal 21 

( l] Bupati melaksanakan pernblnaen dan pengawasan PcntrApan 
SPM oleh Perangkat Daerah, 

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pcraturan 
pcrundang-undangan mengcnai pembinaan dan pengawasan 
penyelengga.rann Pemerintahan Dacrah, 

BABV 

PEMB!NAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 20 

Kctcntunn mengenai sistematika pelaporan SPM daerah melalui 
Laporan Penyelenggaraan Pcmerlntah Daerah sebagaimana 
dim.aksud dalem Pasal 17 da.n laporan sccara triwulan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tcrcantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini, 
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•• 

DERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023 NOMOR Ill 

MURSIDI 

Diundangkan di Bungo 
pads tanggal K F 2023 
SEK.RETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO, 

• 

2023 

Pasal 24 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengel.ahuinya, memcrintahkan pcngundangan 
Peraturan Bupati ini dengan pcncmpatannye dalam Berita 
Daerah Kabupaten Bungo. 
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